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Hak bagi warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 
layak merupakan hak dasar yang patut dipenuhi oleh pemerintah sebagai jaminan 
terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbentuknya Pasal 27 
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 
dimana hal tesebut secara jelas bahwa pemerintah harus menjamin terpenuhinya 
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya. 
Namun dalam implementasi pasal ini tentu masih ada kekurangan yang sering 
dikeluhkan masyarakat, terkhusus yang dirasakan sebagian masyarakat menengah 
ke bawah yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang 
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara di Kelurahan 
Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan 
bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di 
Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung 
Utara dalam sudut pandang Maqashid Syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak warga 
negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kelurahan 
Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan untuk 
mengetahui Implementasidari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di 
Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung 
Utara dalam sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian 
data yang terkumpul diolah secara sitematis, selanjutnya dilakukan teknik 
menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif dengan 
pendekatan berfikir induktif sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 
27 ayat (2) Undang-Undang 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi warga negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi 
Selatan Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan dengan baik namun belum 
terealisasi secara maksimal berdasarkan tujuan dan fungsi dari Negara Indonesia 
sebagaimana tercantum di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945  dimana 
keadilan sosial dan kesejahteraan umum belum dirasakan oleh seluruh masyarakat 
yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh. Hal tersebut memang dipengaruhi beberapa 
faktor penghambat seperti pendidikan masyarakat, kondisi lingkungan (geografis), 
kondisi sosial politik, kondisi ekonomi masyarakat dan budaya masyarakat itu 
sendiri. Dalam pandangan Maqashid Syariah memang implementasi pasal ini 
sudah selaras dengan tujuan dasar syariat Islam, namun belum berjalan secara 
maksimal untuk mencapai kemaslahatan umat yang di harapkan, karena pada 
hakikatnya Maqashid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
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A. Penegasan Judul 
 Skripsi ini berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap 
Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan 
dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara” untuk memahami 
maksud dari judul tersebut dan menghindari kesalah pahaman, maka akan 
dipaparkan secara singkat mengenai istilah-istilah dan permasalahan dalam 
judul tersebut dengan berlandaskan teori serta sumber-sumber yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
 Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu 
peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan 
yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
1
 
Sedangkan menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang 
memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk 




 Maqashid Syariah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua 
kata yaitu Maqashid dan Syariah. Secara etimologi Maqashid berarti 
kesengajaan atau tujuan sedangkan kata Syariah berarti membuat syariat atau 
undang-undang, jalan yang lurus, menerangkan serta menyatakan. Sedangkan 
secara terminologi Maqashid Syariah yaitu maksud atau tujuan-tujuan 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besaar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2011), 51. 
2





disyariatkannya hukum dalam Islam.
3
 Dalam pengertian lain Maqashid 
Syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariat diturunkan 
Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung 
gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber 
utama hukum islam (yaitu Al-Qur‟an dan sunnah) dan harus senantiasa dijaga 
saat memutuskan perkara hukum.
4
 
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur adanya Hak Asasi Manusia 
berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan”.  
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Hak adalah segala 
sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir 
bahkan sebelum lahir. Dalam KBBI hak memiliki pengertian tentang sesuatu 
hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan 
sebagainya).
5
 Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 
oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghidupan 
yang layak, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
pengupahan kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah 
standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang yang dapat hidup layak 
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Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2000), 62. 
4
Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath 
Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3 (Bogor; STAI Nurul Iman, 2017), 5. 
5
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secara fisik dalam satu bulan
6
. Hal ini pun dapat dikatakan sejahtera, 
dimana semua kebutuhan terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin.   
Warga negara dalam KBBI merupakan penduduk sebuah negara atau 
bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya. Yang 
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara 
tersebut.
7
 Sedangkan menurut Graham Murdock definisi warga negara 
merupakan suatu hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai 
pola struktur sosial, politik, dan kehidupam kurtural serta untuk dapat 
membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka 
memperbesarkan ide-ide. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa judul dari skripsi 
ini adalah  Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 
Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara 
yang mana akan mengurai terkait implementasi dari adanya Pasal tersebut 
bagi warga negara, apakah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
telah terpenuhi atau justru sebaliknya. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Hak setiap manusia untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak, 
memperoleh pekerjaan, serta bebas dari kemiskinan (freedom from want), 
“inilah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat 
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Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan kebutuhan hidup layak. 
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dipisahkan daripada kodratnya dan karena itu bersifat suci”
8
. Adanya 
pengakuan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 tidaklah berarti 
pekerjaan pemerintah telah usai tentunya, hal inipun harus didukung dengan 
adanya program-program penunjang kesejahteraan masyarakat yang harus 
terealisasikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya. 
Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas 
menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusian”, ini merupakan suatu amanah 
yang mana harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan diadakannya 
program-program kerja pemerintah yang menunjang pekerjaan masyarakat 
atau warga negaranya diharapkan agar dapat membantu penghidupan 
masyarakat yang lebih baik dan layak untuk dinikmati. Adanya pekerjaan 
inipun dapat mengurangi tingkat kejahatan dan kesenjangan sosial di tengah-
tengah masyarakat. Namum tidak dapat dipungkiri dalam realisasi ketentuan 
Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tidaklah suatu hal yang mudah, dapat kita 
perhatikan realita menunjukan di Indonesia keterbatasan lapangan pekerjaan 
cukup memprihatinkan, terkhusus untuk masyarakat yang berada di 
lingkungan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara. Sulitnya tersedia lapangan pekerjaan itupun 
menyebabkan sebagian warga negara Indonesia sulit memperoleh pekerjaan 
yang kemudian tidak memperoleh penghidupan yang layak. Hampir disetiap 
adanya lowongan pekerjaan dari berbagai PT, bursa, atau Instansi tertentu 
bahkan Kementrian untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil, antrian 
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panjang pendaftaran warga negara untuk dapat bekerja sudah tidak dapat 
dipungkiri. Tentunya hal inipun tidak sebanding dengan jumlah calon 
pegawai yang akan diterima dengan peserta yang mengikuti seleksi tes 
penerimaan pegawai tersebut, konsekuensi dari hal tersebut pun pada 
akhirnya membuat semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. 
Masyarakat Kelurahan Kelapa Tujuh yang sebelumnya kebanyakan 
berprofesi sebagai petani dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas, 
setelah meningkatnya jumlah domisili penduduk dan bersaing dengan adanya 
pembangunan daerah, kini semakin mengecil untuk menjadi lahan bercocok 
tanam. Dengan hasil penjualan bercocok tanam yang kurang memadai dengan 
kebutuhan lainnya, seperti bibit, pupuk, dan biaya lainnya yang relatif tinggi 
membuat kebanyakan petani kecil pun dirugikan. Jalan keluar yang 
kebanyakan diambil agar memperoleh kehidupan yang layak ialah dengan 
mencari lowongan pekerjaan di kota-kota lain yang lebih besar dengan 
kemampuan dan pengalaman yang terbatas. Selain itu masih banyak bagi 
pekerja buruh harian di lingkungan Kelapa Tujuh yang sulit memperoleh 
pekerjaan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 
Faktor dan kondisi ekonomi di dalam negeri yang kurang memihak rakyat 
kecil bahkan mendorong beberapa warga di Kelurahan Kelapa Tujuh untuk 
menyeberang ke negara-negara tetangga untuk mencapai hidup layak sebagai 
manusia. 
Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”
9
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 Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 





  Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin, dimana segala bentuk rahmat 
dan rasa kasih sayang Allah Swt serta karunia dan nikmat-Nya senantiasa 
diberikan kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Tentunya hal ini 
menekankan bahwa Islam pun menjunjung tinggi terpenuhinya hak dan 
kesejahteraan bagi manusia, dari berbagai hukum dan aturan kehidupan yang 
ditentukan oleh syariat Islam tidaklah lain bertujuan agar terjaganya 
kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam Islam dikenal dengan adanya 
konsep Maqashid Syariah, dimana dalam konsep ini segala bentuk hukum 
atau aturan yang dibuat oleh syara‟ atas dasar rujukan atau tujuan tertentu 
yang mana agar terciptanya kemaslahatan umat. Menurut Abu Ishaq As-
Syatibi dalam konsep Maqashid Syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan 
bagi manusia salah satunya ialah harus terpenuhinya kebutuhan Dharuriyat. 
Kebutuhan Dharuriyat ialah suatu kebutuhan yang harus ada atau kita kenal 
dengan kebutuhan primer, menurut Syatibi ada lima kategori dalam konsep 
Maqashid Syariah yang dikenal dengan istilah Adh-dharuriyat Al Khamsah 
atau lima hal yang sangat penting, diantaranya adalah Agama, Jiwa, Akal, 
Keturunan dan Harta.
11
 Kelima hal itu merupakan maslahah yang tentunya 
senantiasa harus dijaga oleh syariat walaupun dengan cara atau jalan yang 
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berbeda-beda, sehingga syariat pun akan meletakan dua sendi dasar yaitu 
mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan dari hukum tersebut. 
Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga kesejahteraan umat manusia 
dimana agar terpenuhinya kebutuhan lahir dan batinnya, pada dasarnya 
menjaga lima perkara pokok untuk mewujudkannya, yakni memelihara 
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan 
memelihara harta. Bahkan Allah Swt telah menjamin akan hak manusia untuk 
memperoleh rezeki yang cukup agar dapat hidup layak dan dan dapat 
terpenuhi segala kebutuhannya sebagaimana bunyi Q.S. Hud [11]: 6 sebagai 
berikut: 
َدَعَٓا ۗ ُكمٌّ  ْٕ ُيْعتَ َٔ َْا  يَْعهَُى ُيْعتَقَسَّ َٔ ِ ِزْشقَُٓا 
ٍْ َدۤاتٍَّح فِٗ اْْلَْزِض اِْلَّ َعهَٗ ّللّاه َيا ِي َٔ  ۞ 
ٍ كِ  فِْي  ثِْي ٍة يُّ   ٙته
 
 “Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan 
semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan 
tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh 




Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tidak satu pun makhluk 
bergerak dan bernyawa, merayap atau berjalan di muka bumi ini melainkan 
semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Semua makhluk yang diciptakan 
diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan fitrah 
kejadiannya. Dia mengetahui tempat kediamannya ketika hidup di dunia dan 
mengetahui pula tempat penyimpanannya setelah mati, semua itu telah tertulis 
dan diatur serapi-rapinya dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz, perihal 
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perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah SWT secara 
menyeluruh dan sempurna. 
 Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 
merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat bagi diri manusia 
begitupun pada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh, 
pekerjaan tidaklah hanya sebagai sumber kehidupan untuk memenuhi hajat 
dari hidup manusia (sandang, pangan dan lainnya), pekerjaan pun dapat 
menjadi tolak ukur harkat dan derajat manusia di lingkungan masyarakat, 
keluarga bahkan negaranya. Dengan terpenuhinya hak memperoleh pekerjaan 
dan kehidupan yang layak itupun maka dapat tercapailah kesejahteraan sosial 
bagi warga negara, sebagaimana disampaikan dalam UU No. 11 tahun 2009 
bahwa makna kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya
13
. 
Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka masalah ini sangat 
menarik untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul 
Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 
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C. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul Analisis 
Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 
Tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga 
Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara) adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Bahwa dalam implementasi pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini yang 
terlihat masih banyak kelemahan dan kejanggalannya dalam 
pemenuhan hak atas pekerjaan maupun penghidupan yang layak bagi 
warga negara Indonesia oleh pemerintah. Selain itu, implementasi dari 
pasal tersebut apakah sudah sesuai dengan adanya Maqashid Syariah 
dalam agama Islam. 
2. Alasan Subjektif  
a. Terkait dengan judul Analisis Maqashid Syariah Terhadap 
Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak atas Pekerjaan 
dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara menurut penulis 
layak untuk diteliti. 
b. Pembahasan judul skripsi ini dirasa cukup relavan dengan disiplin ilmu 
yang dipelajari selama perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara, 
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
Serta tersedianya berbagai literatur yang dapat membantu selesainya 






D. Fokus Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, penelitian 
yang dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan fokus penelitiannya pada 
objek yang diteliti. Apabila fokus dari penelitian telah ditentukan maka 
selanjutkan akan menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitin dalam 
penulisan ini adalah sejauh mana peran pemerintah dalam memenuhi hak 
warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 
berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dari sudut pandang Maqashid 
Syariah di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten 
Lampung Utara. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga 
negara di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara?  
2. Bagaimana Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945  
di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten 








F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait 
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 
penghidupan yang layak di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.  
b. Untuk mengetahui Implementasi dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi 
Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam sudut pandang Maqashid 
Syariah. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan sebagai bahan pemikiran, rujukan ataupun literature 
mengenai pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan. 
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 
pertimbangan pemerintah setempat dalam menjalankan kebijakannya 
terkait pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi warga negara. 
c. Secara metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 
nilai tertentu yang mana selanjutnya dapat dikombinasikan dengan 
penelitian ilmiah lainnya, terkhusus dalam kajian tentang hak atas 







G. Signifikansi Penelitian 
 Kegunaan Penelitian: 
1. Sebagai pengembangan wawasan mengenai pentingnya hak warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana di 
sebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam 
sudut pandang Maqashid Syariah. 
2. Memberikan masukan kepada pemerintah selaku pelaksana kebijakan 
terkait Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga 
negara.  
3. Merupakan suatu penambah wawasan ilmiah dan pemikiran politik tentang 
Implementasi suatu kebijakan dalam Undang-Undang. 
 
H. Metode Penelitian 
 Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
penelitian adalah pikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah 
yang pemahamnnya memerlukan pengumpulan dan penafsiran data-data.
14
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif  
dengan pendekatan induktif, karena dengan metode ini penulis rasa lebih 
relavan dalam pengolahan data. Dimana dengan penelitian yang bersifat 
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, yang kemudian pembahasan 
dimulai dengan fakta atau data-data, konsep teori yang telah teruji kemudian 
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disusun menjadi suatu generalisasi dan pada akhirnya ke hal yang khusus. 
Penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang mana 
akan memberikan gambaran mengenai Implementasi kebijakan Undang-
Undang terkait pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi warga negara yang ada di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan 
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian untuk mewujudkan 
gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-
langkah sistematis. Adapun langkah-langkah  tersebut sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan 
(field research), yaitu penelitian yang mana langsung dilakukan di 
lapangan atau pada responden.
15
 Penelitian lapangan pada hakikatnya 
merupakan suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis 
mengenai apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu. 
Selain penelitian yang terjun langsung kelapangan, dalam penelitian ini 
tentunya penulis juga menggunakan penelitian pustaka (library research), 
yang mana sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa 




2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian deskriptif, dimana data 
yang diperoleh dari lapanganakan dianalisa untuk membuat deskripsi 
secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya akan 
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dianalisa kembali secara kualitatif yang mana akan mendeskripsikan 
tentang bagaimana Analisis Maqashid Syariah terhadap Implementasi 
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak atas Pekerjaan 
dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara yang ada di Kelurahan 
Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 
3. Sumber Data 
Data merupakan koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), 
sedangkan sumber data adalah subjek darimana data tersebut dapat 
diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data yang mana diperoleh secara langsung dari informan dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara 
(interview). Informan merupakan orang-orang yang memang faham 
atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang 
diteliti, selain itu informan yang dipilih haruslah yang dirasa cukup 
relavan dalam memberikan informasi agar dapat memperoleh data 
yang tepat dan akurat terkait penelitian tentang pemenuhan hak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara yang ada di 
Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten 
Lampung Utara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-





lainnya seperti Al-Qur‟an, Hadits maupun data lain yang mana cukup 
relavan dalam melengkapi data primer dari penelitian tersebut. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-
fenomena yang diperoleh guna mengetahui gambaran umum obyek 
penelitian maupun keadaan sosial masyarakat. Dapat pula berupa 
penelusuran data secara online, yang mana diperoleh dengan 
mengakses internet untuk mencari sumber data pendukung yang 
tentunya berhubungan dengan penelitian tersebut. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang mana peneliti 
secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber 
terkait. 
c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang mana 
dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula secara tidak 
langsung ditunjukan pada subjek penelitian. Namun dokumen yang 
digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen yang ada 
hubungannya dengan penelitian tersebut. 
 
5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang 





yang akan diteliti dalam suatu populasi dapat berupa orang, 
lembaga, media dan lain sebagainya. Dalam penelitia ini yang 
menjadi populasi adalah masyarakat yang kehidupannya di bawah 
standar layak dan masyarakat pengangguran atau masih mencari 
pekerjaan di atas usia 18 tahun yang terdata di Kantor Kelurahan 
Kelapa Tujuh berjumlah sekitar 350 orang, serta lembaga 
pemerintahan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi 
Selatan Kabupaten Lampung Utara.  
b. Sampel 
Sampel merupakan bagian terkecil dari suatu populasi yang 
dijadikan objek penelitian. Sampel yang akan digunakan adalah 
purposive sampling, yaitu dimana peneliti menentukan sendiri 
sample yang akan di ambil yang kemudian penentuan sampel 
dengan teknik pertimbangan khusus sehingga layak untuk 
dijadikan sampel, jadi sampel tidak di ambil secara acak namun 
ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan 
dalam penelitian ini antara lain: 
1) Pemerintah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi 
Selatan Kabupaten Lampung Utara beserta unsur 
kesekretariatannya (2 orang). 
2) Warga negara Indonesia atau masyarakat yang kehidupannya 
kurang layak dan masyarakat pengangguran/sedang mencari 
pekerjaan di atas usia 18 tahun yang memiliki hak atas 





Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan 
Kabupaten Lampung Utara berjumlah 62 orang. 
6. Metode Analisis Data 
Data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan telah diolah secara 
sistematis, maka selanjutnya akan dilakukan teknik menganalisa data yang 
dilakukan dengan cara kualitatif. Dimana dilakukan upaya sistematis 
dalam penelitian yang besifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang lengkap terkait keadaan hukum dan kebijkan yang berlaku 
di tempat tertentu, ataupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik 
untuk memenuhi rasa keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis, 
serta pada dasarnya untuk menemukan suatu kebenaran dalam 
memperoleh pengetahuan. 
 
I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 
Masalah mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bukanlah suatu hal yang baru, adapun beberapa penelitian serupa yang 
mengangkat tentang hak atas pekerjaan maupun penghidupan yang layak  
bagi warga negara. Hal tersebut memang sampai saat ini masih menjadi 
bahasan yang cukup menarik untuk diteliti. 
Adapun hasil dari skripsi Muhamad Ikhsan Khamil menjelaskan bahwa 
bekerja adalah hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat 
kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup, dan pada hakikatnya setiap 





harus diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materil 
maupun spiritual. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
juga memberikan pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk 
mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak.
17
 
Kemudian hasil skripsi dari Ario Adrianto menjelaskan bahwa penerapan 
hukum ketenagakerjaan di Indonesia sepenuhnya belum dapat menjamin 
aspek perlindungan Hak Asasi Manusia terkhusus bagi para pekerja, hakikat 
keberadaan HAM merupakan upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi 
manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, 
serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. 
Nilai-nilai perlindungan HAM yang terkandung dalam  perspektif hukum 
Islam tentunya telah memenuhi segala ketentuan tentang perlindungan HAM 
secara universal. Hukum ketenagakerjan yang berlaku saat ini dimaksudkan 
untuk senantiasa menjamin hak-hak dasar pekerja dan senantiasa menjamin 
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa deskriminasi atas dasar apapun, 




Kemudian hasil dari skripsi Achmad Sielmy menjelaskan bahwa salah 
satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pekerja di seluruh Indonesia 
dalam hal hubungan industrial yaitu penetapan upah minimum, yang mana 
pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup 
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layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah “standar 
kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik 
untuk kebutuhan 1(satu) bulan”. 
Maksud hidup layak disini yaitu jumlah pendapatan pekerja dari hasil 
pekerjaannyamampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara wajar 
selama 1(satu) bulan yang meliputi: sandang (pakaian), pangan (makanan), 
papan (perumahan), pendidikan kesehatan, transportasi, rekreasi dan jaminan 
hari tua. Semua komponen itu harus ada agar seorang pekerja dapat 




Kemudian hasil skripsi dari Dewi Indriani menjelaskan bahwa 
Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia 
secara langsung dan merupakan yang paling berat bagi kebanyakan orang, 
dimana kehilangan pekerjaan berarti menurunkan standar kehidupan dan 
tekanan psikologis. Masalah pengangguran dalam hal ini adalah keadaan tak 
terkendalinya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan. 
Tingginya angka pengangguran dapat membawa bangsa berada pada 
kehancuran yang sulit dihindarkan, jika hal ini benar-benar terjadi maka 
negara tersebut tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Ketiadaan 
pendapatan pun menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran 
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Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 
menyusun dan mengkaji memiliki spesifikasi tersendiri yang berbeda antar 
penelitian satu dengan yang lain. Karya tulis ini bisa saja menjadi bentuk 
kelanjutan dan dapat melengkapi karya-karya tulis yang sudah ada, perbedaan 
antar penulisan ini dengan penelitian terdahulu ialah didalam penelitian ini 
secara khusus menggunakan analisis hukum Islam yang dikaji lebih 
mendalam dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah.
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A. Konsep Maqashid Syariah 
  1. Pengertian Maqashid Syariah 
   Secara lughawi (bahasa) Maqashid Syariah terdiri dari dua pokok 
kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama‟ dari 
maqashid ysng berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti 
 yang berarti jalan menuju sumber air. Yang mana jalan املواضع حتدر اىل املاء
tersebut dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan 
yaitu syariat tuhan
21
. Jadi maqashid syariah mengandung makna tujuan dan 




Teori maqaṣhid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para 
cendekiawan  muslim  sebelum  Imam  Syaṭibi  (790 H/1388M),  namun  
beliau kemudian mampu ‛mengkomunikasikan‛ teori tersebut dalam bentuk 
yang well-designed sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara 
komprehensif tentang ilmu maqashid syariah hingga dijuluki dengan bapak 
maqashid syariah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwafaqat.
23
 
Menurut Satria Efendi, maqashid syariah mengandung pengertian 
umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada 
apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik 
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yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya ataupun tujuan yang 
terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian yang bersifat umum itu 
identik dengan pengertian istilah maqashid syariah (maksud Allah dalam 
menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits 
hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau 
tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.
24
 
Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid 
syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' 
dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir 




Islam sebagai agama yang di rahmati oleh Allah SWT, yang 
dikenal dengan agama samawi memiliki kitab suci sebagai sumber utama 
ajarannya yang dikenal dengan al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu pokok 
ajaran Islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi 
kandungan al-Quran tersebut kepada 3 (tiga) kelompok besar, Yaitu aqidah, 
Khuluqiyyah, dan „amaliah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, 
Khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak, dan amaliah berkaitan 
dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan) 
dan af‟al (perbuatan-perbuatan manusia).
26
 
   Al-Quran sebagai sumber ajaran pada dasarnya tidak memuat 
pengaturan yang terperinci terkait ibadah dan muamalah, dari sekian 6360 
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ayat hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan tentang aspek-aspek hukum. Hal 
tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar masalah hukum dalam Islam 
oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip yang ada 
dalam al-Quran. Bersudut pandang dari dasar atau prinsip tersebut, 
dituangkan pula oleh Nabi penjelasannya melalui hadis-hadisnya, kemudian 
berdasarkan dua sumber inilah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang 
muamalah dikembangkan oleh para ulama dimana diantaranya adalah tokoh 
al-Syatibi yang telah mencoba untuk dapat mengembangkan pokok atau 
prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan 
mengaitkannya terhadap Maqashid Al-Syariah. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu 
penetapan hukum islam agar terwujudnya kemaslahatan umat. 
 
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah 
 Dalam Al- Qur‟an:
َيآٰ  كَ  َٔ ُه حً  اِْلَّ  اَْزَظْه ًَ ٍَ  َزْح ْي ًِ هَ   ١ٓٔ نِّْهعه
“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 




Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus 
Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-
orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan tidak mengutus 
engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. 
Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan 
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pengamalan Islam yang baik dan benar. Sebab misi langit yang mereka 
sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi 
mereka di dunia maupun di akhirat.
ُ  يُِسْيدُ 
َْل  اْنيُْعسَ  تُِكىُ  ّللّاه  ۖ   اْنُعْعسَ  تُِكىُ  يُِسْيدُ  َٔ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 




Tafsir dari ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa Allah SWT 
menghendaki keringanan dan kemudahan bagi hamba-Nya dalam ajaran-
ajaran syariat-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan atau keberatan bagi 
Hamba-Nya dalam menjalankannya.
 ۞ ٌَّ َ  اِ
ٌِ  تِاْنَعْدلِ  يَأُْيسُ  ّللّاه ْحَعا اْْلِ اِْيتَۤائِ  َٔ ٗ ِذٖ َٔ ٗ اْنقُْسته ٓه ُْ يَ َٔ  ٍِ َُْكسِ  اْنفَْحَشۤاءِ  َع ًُ اْن اْنثَْغيِ  َٔ َٔ 
ٌَ  نََعهَُّكىْ  يَِعظُُكىْ  ْٔ ُس   ٠ٓ تََركَّ
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.Dia memberi pengajaran 




Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan 
petunjuk kepada hamba-Nya, dimana pertama adalah perintah untuk berlaku 
adil dan berbuat kebajikan. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh seluruh 
hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan pebuatan 
mereka baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah 
memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang 
melebihi perbuatan adil seperti memberi bantuan apapun yang mampu 
diberikan baik materi maupun nonmateri secara ikhlas, kepada kerabat, 
berupa keluarga dekat ataupun jauh, bahkan siapapun. Selain itu, Allah 









melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam 
pandangan agama, seperti berzina dan membunuh. Melakukan kemungkaran 
yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat kebiasaan dan 
agama, serta melakukan permusuhan dengan sesama yang diakibatkan 
penzaliman dan penganiayaan. Melalui perintah dan larangan ini Allah 
memberikan ajaran dan tuntunan kepada manusia tentang hal-hal yang terkait 
dengan kebijakan dan kemungkaran agar dapat mengambil pelajaran yang 
berharga darinya. 
Dalam Hadits: 
َسلَّْم: ََل َضَرَر َعن اِبُن َعَباس َرِضَي اهللُ َعنُو َقاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّي اهللُ َعَليِو َو 
 َوََل ِضرَاَر ِف اإِلْسََلمِ 
 
“Dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak 
boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling 




Hadits di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri 
sendiri ataupun orang lain, baik itu berupa perkataan atau perbuatan tanpa ada 
alasan yang benar, karena jelas bahwa ajaran Islam sangat mementingkan 
keselamatan bagi diri pribadi dan orang lain. 
يَن  يَن ُيْسَر َاَحبُّ الدِّ ْمَحةُ الدِّ ِاىَل اهلل احلَِنيِفيَُّة السَّ  
 
“Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah 




Dari hadits di atas Rasulullah menjelaskan bahwa agama Islam adalah 
agama yang mudah, maksudnya ialah Islam lebih memudahkan dibandingkan 
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dengan agama sebelumnya, dengan adanya Islam Allah mengangkat kesulitan 
dalam ajaran agama terdahulu. Dan disitu Nabi menyampaikan bahwa agama 
Islam adalah agama yang disenangi Allah SWT dimana membawa kebenaran 
dan kemudahan bagi seluruh umatnya. 
Kemudian dalam hadits berikut Rasulullah SAW bersabda: 
“Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya bahwasanya 
Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya agama Islam datang dalam 
keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah 
orang asing yaitu mereka yang melakukan perbaikan atas kerusakan yang 
dilakukan oleh manusia setelahku  dari sunahku.”(H.R. Tirmidzi) 
 
Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW 
melawankan kata mashlahah dengan mafsadah. Beliau menjelaskan bahwa 
orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah 
mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang 
dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Adapun 
yang dimaksud dengan peninggalan disini bukanlah harta ataupun tahta akan 
tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat muslim. Pernyataan 
Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, 
sepeninggal beliau banyak perbuata yang tidak bertanggung jawab yang 
merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang 
beruntung adalah ia yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan 




3. Fungsi dan Tujuan Maqashid Syariah 







Seorang faqih ataupun mujtahid harus mengetahui tujuan Allah SWT 
dalam setiap syariatnya ( baik perintah dan larangannya) agar fatwanya sesuai 
dengan tujuan Allah SWT. Agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya, 
misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi 
sunnah atau mubah. 
Lembaga Fikih OKI (Organsasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa 
setiap fatwa harus menghadirkan maqashid syariah karena maqashid syariah 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Bisa memahami nash-nash Al-Qur‟an dan Al-Hadist 
beserta  hukumnya secara komprehensif. 
b. Bisa men-tarjih salah satu pendapat fuqaha berdasakan maqashid syariah 
sebagai salah satu standar (murrajihat). 
c. Memahami ma‟alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan 
kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.
33
 
Beberapa point poin di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status 
hukum dengan maqashid syariah itu sangatlah penting supaya produk-produk 
hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat 
manusia. Misalanya dalam hal ketenagakerjaan khususnya produk-produk 
hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia baik hajat mereka 
sebagai pekerja, pengusaha dan hal lainnya yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan. 
Menurut Imam Al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) 
tiada lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 
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kemudharatan (jalbul mashalih wa dar‟ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih 
sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan demikian, semakin jelas baik secara 
bahasa maupun istilah maqashid syariah sangat erat kaitannya dengan maksud 
dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang 
mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. 
Menurut Imam Al-Syatibi sesungguhnya maqashid syariah bertujuan 
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia 
maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (al-
taklif), tak lain hal tersebut untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga 
dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan syariat tidak 
mempunyai suatu tujuan.
34
 Di dalam  al-Muwafaqat, kemaslahatan yang 
menjadi urgensi dari maqashid syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang: 
a. Maqashid al-Syari‟ (Tujuan Tuhan), 
b. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan hamba-Nya). 
Untuk memperjelas konsep tersebut, maka Imam Al-Syatibi 
membaginya menjadi empat poin utama. Pertama, tujuan awal syariah adalah 
untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kedua, syariah 
sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, syariah sebagai hukum taklif 
(pembebanan) yang harus dikerjakan. Keempat, tujuan syariah yaitu 
membawa manusia di bawah payung/naungan hukum.
35
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Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat maqashid syariah, 
aspek kedua, berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa 
dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga, 
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif, yaitu dalam rangka 
untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapaun aspek keempat, berkaitan dengan 
kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, yaitu 
untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.
36
 
Dalam memproteksi maṣlaḥah, maqaṣhid syariah menaungi lima 
unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental  dan 
mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut  
dengan al-kulliyat al-khamsah (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan 
pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar 
biasa dalam menjaga kemaslahatan umat manusia.
37
 Kelima maqashid 
tersebut, yaitu: 
a. Hifdzu al- Din (memelihara agama); 
b. Hifdzu al-Nafs (memelihara jiwa); 
c. Hifdzu al-Aql (memelihara akal/pikiran); 
d. Hifdzu al-Mal (memelihara harta); 
e. Hifdzu al-Nasab (memelihara keturunan). 
 
a. Memelihara Agama (ٍحفظ اندي) 
Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama dan utama 
tentunya dalam hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup bagi 
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manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan 
melaksanakan kewajiban keagamaan dan menjalankan ketentuan keagamaan 
untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT. Islam sebagai agama 
rahmatan lil‟alamin menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang 
pertama yakni kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama 
berhak atas agama dan madzhabnya masing-masing, ia tidak boleh dipaksa 
untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, dan juga tidak 
boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk dalam agama 
Islam. Dasar hak ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al- 
Baqarah [2] ayat 256:
ٍِۗ  فِٗ اِْكَساَِ  َْلٰٓ  ْي ٍَ  قَدْ  اندِّ ْشدُ  تَّثَيَّ ٍَ  انسُّ  ۖ   اْنَغيِّ  ِي
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); 




Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa, meski memiliki 
kekuasaan yang sangatlah luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk 
mengikuti ajaran-Nya, tidak ada paksaan terhadaap seseorang dalam 
menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan, padahal 
sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan 
yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan dalam 
berdakwah, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik. 
Kemudian ditegaskan pula dalam Surat Yunus [10] ayat 99:
 ْٕ نَ ٍَ  َزتُّكَ  َشۤاءَ  َٔ َي ٍْ  َْله ْيًعاۗ  ُكهُُّٓىْ  اْْلَْزضِ  فِٗ َي ًِ َْتَ  َج َ ٗ انَُّاضَ  تُْكِسُِ  اَفَا
 َحتّه
ا ْٕ َُ ْٕ ٍَ  يَُك   ٠٠ ُيْؤِيُِْي
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”Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 
yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa 





 Dari ayat di atas, setelah Allah menjelaskan mengenai manfaat 
iman dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa beriman atau 
tidak beriman adalah pilihan bagi setiap manusia, karena jika Tuhan 
menghendaki tentulah beriman semua manusia di muka bumi ini. Namun 
apakah Nabi hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang 
yang beriman sedangkan mereka menutup hati untuk menerima kebenaran. 
b. Memelihara jiwa (حفظ انُفط) 
Perlindungan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok 
kehidupan sehari-hari berupa makanan dan minuman untuk 
mempertahankan hidup sangatlah penting. Apabila pemenuhan kebutuhan 
pokok hidup ini terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup 
bahkan dapat mengancam eksistensi jiwa setiap makhluk hidup. 
Memelihara jiwa  ini  merupakan  tujuan  kedua dari adanya hukum 
Islam, karena  itu  hukum  Islam  wajib  memelihara  hak setiap  manusia   
untuk   hidup   dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum 
Islam melarang adanya pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa 
manusia dan melindungi berbagai sarana dan prasarana yang dipergunakan 
manusia serta mempertahankan kemaslahatan hidupnya. 
Bila kita ingat kembali tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, 
Nabi Muhammad Saw menuju kepadang Arafah dan di sana beliau 







berkhutbah, yang mana dalam point utamanya beliau menyampaikan 
bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak 14 abad yang lalu 
telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara 
komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan berbagai macam 
jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk 
masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan serta 
memperkokoh dasar dari hak-hak asasi manusia.
40
 
Hak paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak untuk 
hidup. Maka tidaklah mengherankan jika jiwa manusia dalam syariat Allah 
sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, serta tidak 
menghadapkannya dengen sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah 
SWT berfirman dalam Surat An-Nisa [4] ayat 29:
َْل  ا َٔ ْٰٕٓ َْفَُعُكىْ  تَْقتُهُ ٌَّ ۖۗ  اَ َ  اِ
ٌَ  ّللّاه ا تُِكىْ  َكا ً   ٠ٕ َزِحْي
 “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 




 Dari ayat di atas, Allah menekankan bahwa larangan untuk 
membunuh diri sendiri ataupun orang lain, karena jelas bahwa Islam 
senantiasa menjaga keselamatan jiwa umatnya sebaga tanda bahwa Allah 
Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya yang beriman. 
c. Memelihara Akal  (حفظ انعقم) 
Akal merupakan sumber hikmah ataupun pengetahuan bagi 
manusia, sinar hidayah, cahaya mata hati, maupun media kebahagiaan 
manusia di dunia dan akhirat. Dengan adanya akal, ayat-ayat perintah dari 










Allah SWT dapat disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi 
pemimpin di muka bumi ini, dan dengan adanya akal pun manusia menjadi 
sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Allah SWT 
berfirman dalam Surat al-Isra‟ [17] ayat 70:
نَقَدْ ۞  ْيَُا َٔ َدوَ  تَُِيْٰٓ  َكسَّ ُٓىْ  اه ُه ْه ًَ َح اْنثَْحسِ  اْنثَسِّ  فِٗ َٔ ُٓىْ  َٔ ُه َزَشْق َٔ  ٍَ تِ  يِّ   انطَّيِّثه
 ُٓ ُه ْه فَضَّ ٗ ىْ َٔ ٍْ  َكثِْيسٍ  َعهه ًَّ   ١ٓ ࣖ تَْفِضْيًل  َخهَْقَُا يِّ
“Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang 
baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna 




Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memuliakan anak 
cucu Adam, yaitu golongan manusia pada umumnya dengan tubuh yang 
bagus, kemampuan berfikir, kebebasan berkehendak dan ilmu 
pengetahuan. Adanya kendaraan seperti unta di daratan atau kapal di laut 
sebagai bentuk kekuasaan Allah, kemudian rizki yang baik diberikan 
sebagai kasih sayangnya berupa minuman atau makanan yang lezat 
rasanya. 
Andai saja tanpa adanya akal, manusia tidak berhak mendapatkan 
kemuliaan yang bisa mengangkat derajatnya menuju barisan para 
malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam malaikat yang luhur. 
Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri setiap manusia. 
Dengan akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma‟rifat 
kepada Penciptannya. Setiap kali manusia mengoperasikan akalnya, 
dimana disitu menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan 
memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan. 







Lingkungan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh 
suasana yang penuh dengan rasa kasih sayang, cinta, dan ketenangan. 
Manusia pun akan merasakan rasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan 
kemerdekaan mereka selama hidup. 
Akal seringkali disebut sebagai ikatan karena ia bisa mengikat 
dan mencegah pemiliknya untuk melakukan perbuatan buruk dan 
mengerjakan kemungkaran. Dari sinilah Islam memerintahkan manusia 
untuk menjaga akalnya, mencegah segala bentuk penganiayaan yang 
ditujukan kepadanya, atau segala hal yang bisa menyebabkan rusak dan 
berkurangnya kualitas dari akalnya.
43
 
d. Memelihara Harta (حفظ انًال) 
Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
manusia, dimana dari harta selain terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-
hari dapat pula meningkatkan derajat pemiliknya dimata manusia lain. 
selain itu dengan memiliki harta yang melebihi kecukupan sehari-hari kita 
dapat memanfaatkan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT, 
baik dengan bersedekah ataupun berinfak. Bahkan dapat dikatakan bahwa 
manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Sebagaimana Firman Allah SWT 
dalam Surat Al-Kahfi [18] ayat 46:
الُ  ًَ ٌَ  اَْن ْٕ اْنثَُُ ٕجِ  ِشْيَُحُ  َٔ   اْنَحيه
َْيَا  تُ  اندُّ ِقيه اْنثه تُ  َٔ هِحه ُْدَ  َخْيس   انّصه اتًا َزتِّكَ  ِع َٕ  ثَ
َخْيس     ٙٗ اََيًل  َّٔ
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”
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 Dari ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa harta kekayaan dan 
anak-anak hanyalah perhiasan dunia, baik dan indah sifatnya seta 
bermanfaat bagi manusia tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal. 
Namun amalan-amalan yang kekal lagi saleh yang dilakukan karena Allah 
dan sesuai tuntunan agama adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, 
serta lebih baik untuk menjadi harapan yang dapat membawa kepada 
kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti. 
Manusia pastinya termotivasi untuk mencari harta demi menjaga 
eksistensinya di dunia dan demi menambah kenikmatan materi maupun 
religi, dia tidak boleh sampai berdiri sebagai pengahalang antar dirinya 
dengan harta. Namun, semua motivasi ini tentunya dibatasi dengan tiga 
syarat, yakni harta yang dikumpulkannya harus dengan cara yang halal, 
kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan berkah, dan dari harta 
yang ia miliki harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat setempat 
dimana dia hidup.Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut 
sesuka hatinya tanpa ada dosa dan hak orang lain didalamnya. 
Cara menghasilkan harta tersebut sebagaimana yang telah diajarkan 
oleh Rasulullah adalah dengan cara usaha/ bekerja yang halal dan 
mewaris, maka seseorang pun tidak boleh memakan harta orang lain 
dengan cara yang bathil, karena Allah SWT telah berfirman dalam Surat 
An-Nisa‟ [4] ayat 29:
ٰٓاَيَُّٓا ٍَ  يه ا انَِّرْي ْٕ َيُُ ا َْل  اه ْٰٕٓ انَُكىْ  تَأُْكهُ َٕ ٰٓ  تِاْنثَاِطمِ  تَْيَُُكىْ  اَْي ٌْ  اِْلَّ ٌَ  اَ ْٕ ٍْ  تَِجاَزجً  تَُك َع
ُُْكىْ  تََساضٍ  َْل ۖۗ  يِّ ا َٔ ْٰٕٓ َْفَُعُكىْ  تَْقتُهُ ٌَّ ۖۗ  اَ َ  اِ
ٌَ  ّللّاه ا تُِكىْ  َكا ً   ٠ٕ َزِحْي
“Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling 





dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 





 Ayat di atas secara ringkas menjelaskan bahwa larangan terhadap 
orang-orang beriman untuk tidak memakan atau memperoleh harta 
diantara sesama manusia dengan jalan kebathilan, yakni jalan yang tidak 
sesuai dengan tuntunan syariat. Boleh memperoleh harta kecuali diperoleh 
dengan cara yang benar dalam perdagangan atas dasar sama suka diantara 
manusia yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah seorang 
mukmin membunuh diri sendiri atau orang lain karena ingin mendapatkan 
harta, karena sungguh Allah Maha Penyayang kepada manusia dan hamba-
hambanya yang beriman. 
e. Memelihara Keturunan ( انُعمحفظ  ) 
Perlindungan terhadap keturunan tentunya dapat dilakukan dengan 
cara menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan 
kelangsungan hidup dan melanggar agama serta melindungi diri dari 
segala ancaman terhadap eksistensi keturunan tersebut. 
Nasab (keturunan) merupakan bagian dari fondasi kekerabatan 
dalam keluarga dan penopang uatama yang menghubungkan antar anggota 
keluarganya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk 
melindungi nasab (keturunan) dari segala sesuatu hal yang menyebabkan 
pencampuran bahkan yang menghinakan kemuliaan dari nasab tersebut.
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Disyariatkannya menikah dalam Islam untuk menjaga keturunan, 
kemudian syariat juga menekankan untuk menjaga kemuliaan Nasab suatu 
Keluarga dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan seseorang 
terhadap perbuatan zina. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-
Isra‟ [17] ayat 32:
َْل  ٰٓٗ  تَْقَستُٕا َٔ َه ّ   انصِّ ٌَ  اََِّ َظۤاءَ ۖۗ  فَاِحَشحً  َكا   ٕٖ َظثِْيًل  َٔ
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 




Tafsir dari ayat di atas menjelaskan  mengenai larangan untuk 
mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau 
menjerumuskan kepada perbuatan zina, karena sungguh zina adalah 
perbuatan keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan 
suatu jalan yang buruk karena dapat menyebabkan pelakunya disiksa 
dalam neraka. 
Kelima maqashid tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan 
tingkat mashlahat dan kepentingannya,Dalam upaya mewujudkan dan 
memelihara kelima unsur pokok tersebut, Imam al-Syatibi dalam karyanya 




Pertama, kebutuhan dharuriyat (primer), adalah segala hal yang 
menjadi sendi eksistensi dari kehidupan manusia yang harus ada demi 
kemashlahatan mereka. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam lima sendi 
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utama yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi-sendi ini 
tidak dapat terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia tersebut 
akan kacau, dan kemaslahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun 
di akhirat. Tentunya dalam pemeliharaan kelima sendi utama tersebut 
berdasarkan skala prioritasnya, artinya sendi yang berada pada urutan 
pertama (agama) lebih diutamakan dari sendi kedua (jiwa), sendi  kedua 
lebih  utama dari sendi ketiga (akal), dan begitupun seterusnya sampai 
sendi kelima. 
Kedua, kebutuhan hajiyyat (sekunder) adalah segala sesuatu yang 
sangat dihajatkan oleh manusia untuk dapat menghilangkan segala 
kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyyat 
ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, 
melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja 
dalam hidupnya. 
Prinsip utama dalam aspek hajiyyat ialah untuk menghilangkan 
kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan-urusan 
manusia. Untuk maksud dan ketentuan tersebut, Islam sudah menetapkan 
sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan uqubat (pidana). 
Ketiga, kebutuhan tahsiniyat, adalah tindakan atau sifat-sifat yang 
mana pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta 
pemeliharaan tindakan-tindakan utama yang ada dalam bidang ibadah, 
adat dan muamalah. Artinya ialah, seandainya aspek ini tidak terwujud,  
maka  kehidupan   mausia   tidak   akan   terancam terjadinya kekacauan 





juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. 
Namun, dengan ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang 
kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, 




4. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara 
dalam Perspektif Maqashid Syariah 
Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut 
pengertian yang umum kita kenal. Dalam Islam seluruh hak asasi 
merupakan kewajiban bagi negara/ pemerintah maupun tiap individu yang 
tidak boleh diabaikan satu sama lain. Oleh karena itu, negara/ pemerintah 
tidak hanya menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, 
melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin 
hak-hak setiap individu yang ada di negara tersebut. 
Sistem hak asasi dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar 
tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama 
manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan 
mempunyai kedudukan yang sama di dunia, satu-satunya keunggulan yang 
dinikmati seorang manusia atas manusia lainya hanya ditentukan oleh 
tingkat ketakwaannya terhadap Allah SWT
50
. Hal ini sebagaimana firman 
Allah SWT dalam Surat Al-Hujarat [49] ayat 13:
ٰٓاَيَُّٓا ُكىْ  اََِّا انَُّاضُ  يه ُه ٍْ  َخهَْق ٗ َذَكسٍ  يِّ َْثه اُ ُكىْ  َّٔ ُه َجَعْه تًا َٔ ْٕ قَثَۤاى ِمَ  ُشُع ا َّٔ ْٕ ۖ   نِتََعاَزفُ
  ٌَّ ِ  ِعُْدَ  اَْكَسَيُكىْ  اِ
ىُكىْ  ّللّاه  ۖۗ  اَْتقه
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 “Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki 
dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 




 Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bawa Allah telah menciptakan 
manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari 
keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja 
derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku 
lainnya. Kemudian Allah jadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku agar ia saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu 
sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antarsatu 
kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang 
memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau 
kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara manusia di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu berusahalah untuk 
meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun 
yang tersembunyi, Maha teliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan 
perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya. 
Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang 
mana telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan 
perlindungan terhadap hak asasi setiap manusi. Hal ini misalnya terlihat 
dalam perintah Nabi yang mana menyeru untuk memelihara hak-hak setiap 
                                                             
 
51






manusia dan hak-hak kemuliaannya, walaupun terhadap orang yang 
berbeda keyakinan/agama, sabda beliau: 
 “Barang siapa yang menzalimi seorang mu‟ahid (seorang yang 
telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau 
membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu 





Hadits di atas jelas menjelaskan bahwa kita harus memelihara hak-
hak setiap manusia, walaupun terhadap orang yang berbeda agama. Saling 
memuliakan satu sama lain dengan tidak mengganggu atau menyakiti 
mereka karena tentu akibat dari itu kita akan mendapatkan balasannya 
kelak di akhirat. 
Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga 
sebagai kewajiban bagi manusia. Bekerja merupakan kehormatan yang 
perlu dijamin, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw: 
 “Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari 
pada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri.” (HR. Bukhari) 
 
Di samping itupun, Islam juga menjamin hak bagi para pekerja, 
seperti disebutkan dalam Hadis Rasulullah Saw: 
فّ  َعَرُقوُ  رََأْجرَهُ أَْعُطْوا  َأنْ  َيَِ قَ ْبلَ  اأَلِجي ْ  





  Hadits di atas menjelaskan bahwa kita harus bersegera menunaikan 
hak seorang pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa 
dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. 
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 Adapun konsepsi dalam Islam tentang hak untuk memperoleh 
pekerjaan ialah: 
Pertama, bekerja dan berusaha dalam Islam merupakan hukum yang 
ditetapkan wajib, maka dari itu setiap orang muslim dituntut untuk bekerja 
dan berusaha dalam rangka memakmurkan hidupnya. Sebaliknya Syaiat 
Islam tidak menyukai orang yang pemalas dalam bekerja (pengangguran). 
Islam juga memandang rendah kepada orang-orang yang mengemis, yang 
mana mereka menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan cara 
meminta-minta tanpa adanya usaha yang sebagaimana telah di ajarkan dalam 
syariat Islam serta di contohkan oleh nabi Muhammad Saw. 
Kedua, Islam tentunya menganjurkan kebebasan dalam mencari 
rezeki dan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan bagi setiap Manusia, 
dan mereka bebas memilih pekerjaan yang hendak dikerjakannya, sepanjang 
pekerjaan itu halal dan dalam jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Lalu yang 




Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja merupakan bagian dari ibadah 
dan jihad jika sang pekerja dalam pekerjaannya bersikap konsisten terhadap 
peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, 
manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari 
maksiat dan meraih tujuan yang sangat besar baik untuk dunianya maupun 
akhiratnya. Demikian pun, dengan bekerja individu dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan 
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berbuat baik dengan tetangga serta saudara muslimnya. Semua bentuk yang 




Substansi maqashid syariah adalah kemaslahatan, kemaslahatan 
dalam taklif tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk 
hakiki, yakni manfaat langsung dalam artian kausalitas. Kedua, dalam bentuk 
majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan. 
Pada dasarnya hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada lima hal pokok 
yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-
huquq al-insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep 
ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu 
hifdzu al-din (penghormatan atas kebebasan beragama), hifdzu al-mal 
(penghormatan atas harta benda), hifdzu al-nafs wa al-„ird (penghormatan 
atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) hifdzu al-„aql (penghormatan 




Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam 
supaya terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dimana disitu 
dapat terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup yang layak baik lahir 
maupun batin agar terwujudnya kemaslahatan dari adanya ketentuan syariat 
Islam, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan 
masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan 
komunitas agama dengan komunitas agama lainnya. 
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Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw Bersabda: 
َا  َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِِف ِسْربِِو ُمَعاًِف ِف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يَ ْوِمِو َفَكأَّنَّ
نْ َياِحيَزْت لَ  ُو الدُّ  
“Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya 
aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-
olah telah dikumpulkan dunia untuk dirinya.” (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, 
al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad, al-Qudha‟i dalam Musnad Syihâb, al-
Baihaqi dalam Syu‟ab al-Îmân dan al-Humaidi dalam Musnad al-Humaidi). 
 
Dalam hadits di atas, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa 
keamanan, kesehatan dan pangan, merupakan suatu kebutuhan yang harus 
terpenuhi sehingga dapat tercapai kecukupan untuk menjalani kehidupan 
dunia. hal ini menunjukan bahwa ketiganya merupakan kebutuhan pokok dan 
kebutuhan dasar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Rasulullah SAW 
menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok 
bagi individu dan umat ini. Beliau menjelaskan bahwa ketersedian 
kebutuhan-kebutuhan  bagi seseorang membuat dirinya seperti memperoleh 




Syariat Islam telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas 
pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam pun 
memberikan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan 
kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat 
dengan mekanisme langsung dan tak langsung oleh laki-laki, keluarga, 
masyarakat maupun negara. 
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Pemerintah memang sepatutnya harus melindungi, menaungi dan 
memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya sebagaimana dijelaskan di atas, 
ketika dari hak untuk memperoleh pekerjaan bagi warga negaranya telah 
terpenuhi maka dari situ akan terbuka jalan kemaslahatan yang ada di 
masyarakat dari setiap individu, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-
harinya baik itu sandang, pangan maupun papan. Bahkan pendidikan pun 
haruslah sangat diperhatikan bagi warga negaranya agar terbentuknya 
masyarakat yang berkualitas yang siap untuk terjun di dunia profesi/ 
pekerjaan, kemudian ia dapat mencapai kehidupan yang layak di dalam 
lingkungannya. 
 
B. Konsep Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga 
Negara 
 
1. Pengertian Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak 
Hak atas pekerjaan dan hidup layak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia, dan setiap orang yang bernaung di suatu Negara dengan menjalankan 
kewajibannya ia berhak untuk memperoleh hal tersebut, dan pemerintah pun 
harus memenuhinya. Hak atas pekerjaan dapat dikatakan sebuah konsep yang 
mengungkapkan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut 
serta dalam segala kegiatan yang bersifat produktif dan berpenghasilan, dan 
mereka tidak boleh di larang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana telah 
tercantum di dalam Undang-Undang. 
Dapat kita katakan bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia, 
hal ini dikarenakan bekerja adalah hal yang sudah melekat pada tubuh manusia. 





difikirkan lepas dari tubuh manusia. Kemudian bekerja merupakan perwujudan 
diri manusia, dengan bekerja manusia dapat merealisasikan dirinya sebagai 
manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih 
manusiawi. Dengan bekerja seseorang menjadi manusia yang seutuhnya, 
melalui bekerja manusia dapat menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia 
yang mandiri. Dikatakan hak untuk bekerja juga merupakan salah satu hak 
asasi manusia karena bekerja berkaitan dengan hak atas hidup. Hak atas 
pekerjaan ini telah tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang 
menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
58
 
Hak atas pekerjaan seseorang dapat terpenuhi apabila seseorang 
tersebut dapat bekerja dengan upah/ gaji yang sesuai, dan dengan gaji tersebut 
diharapkan ia dapat memenuhi  kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hak atas upah 
yang adil merupakan hak legal yang harus diterima dan dituntut oleh seorang 
pekerja sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Dikatakan 
bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah, artinya ialah setiap pekerja 
berhak untuk dibayar, bahkan setiap orang tidak hanya berhak memperoleh 
upah, hakikatnya ia juga berhak memperoleh upah yang adil  yaitu upah yang 
dikatakan sebanding dengan tenaga yang telah ia disumbangkannya. Bahwa 
pada prinsipnya tidaklah boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif 
dalam hal pemberian upah kepada seluruh pekerja, dengan kata lain harus 
berlaku prinsip upah yang sama bagi  pekerjaan yang sama.
59
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Seorang warga negara dikatakan dapat penghidupan yang layak dalam 
lingkungannya bukan berarti ia yang hanya mempunyai harta atau kekayaan 
yang cukup dalam hidupnya. Selain daripada itu seseorang dapat dikatakan 
memperoleh kehidupan yang layak apabila dalam lingkungan kehidupannya 
diperlakukan sama dengan individu lainnya tanpa ada perbedaan dalam 
pemenuhan hak dan kewajiban diluar dari tanggung jawabnya. 
Hak untuk diproses hukum secara sah, dimana seseorang tersebut 
wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan 
apabila ternyata ia tidak bersalah maka ia berhak diberi kesempatan untuk 
membela dirinya. Hak untuk diperlukan secara sama, dimana di dalamnya tidak 
boleh ada diskriminasi dalam lingkungannya entah berdasarkan warna kulit, 
jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan. 
Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama dan 
semacamnya adalah perlakuan yang tidaklah adil.
60
 Oleh sebab itu seorang 
warga negara dikatakan dapat hidup layak adalah ia yang dalam kebutuhan 
sandang, pangan, maupun papan dalam hidupnya telah terpenuhi secara adil 
dan kemudian di dalam lingkungannya dalam bermasyarakat diperlakukan 
sama satu dengan yang lainnya tanpa ada penyimpangan hukum. 
2. Pengertian Warga Negara 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah 
penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran 
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dan sebagainya, dimana mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai 
warga di Negara itu.
61
 
Menurut Wolhoff warga negara merupakan sejumlah manusia yang 
terikat dengan manusia lainnya sehingga membentuk keanggotaan. Dimana 




Begitupun dengan pengertian warga negara Indonesia, Menurut 
Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 12 Tahun 2006 ayat (1) dan (2) 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, orang yang berhak menjadi 
warga negara Indonesia adalah orang yang berasal dari bangsa Indonesia 
asli atau orang yang berasal dari bangsa lain, tetapi ia telah disahkan 
menjadi warga negara Indonesia melalui undang-undang.Sebagai bukti 
seseorang telah menjadi warga negara Indonesia terdapat sebuah kartu 
identitas yang bernama Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP ini memiliki 
nomor identifikasi unik (NIK) yang terdaftar di kantor-kantor pemerintah 
Daerah. Selain daripada itu, warga negara Indonesia juga berhak memiliki 
paspor, yang mana berfungsi sebagai bukti identitas yang bersangkutan 
dalam tatanan hukum internasional ketika ia hendak berangkat keluar 
Negara. 
Dari beberapa pengertian di atas terkait warga negara maka munculah 
suatu istilah yang biasa kita dengar dengan sebutan kewarganegaraan. 
Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan 
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hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan 
diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan 
adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. 
Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 
kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. 
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan 
dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-
orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak 
ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan 
perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan 
tanah air. 
b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan 
dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam 
sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum 
publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat 




Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut 
Undang-Undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) 
yaitu: 
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a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi 
WNI. 
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan 
ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya. 
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan 
ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal 
sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 
e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya 
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang 
WNI. 
f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. 
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang 
diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu 
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 
h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada 
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 
i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik 
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 
j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah 
dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui 
keberadaannya. 
k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah 





dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang 
bersangkutan. 
l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia 
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
64
 
Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara, hal 
tersebut bertujuan untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. 
Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan 
mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas 
kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu ius soli dan ius sanguinis. 
Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas pula yakni asas kesatuan hukum 
dan asas persamaan derajat. 
 
3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara 
Perspektif Hukum Positif 
Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya tidaklah lain 
untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang merata, baik 
materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bagian dari 
tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga kerja 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangatlah penting. Maka dari itu, 
diperlukan peningkatan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana 
amanat dari adanya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) UUD 
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1945, karena sepatutnya hak-hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada hak-
hak sipil dan politik saja, melainkan juga hak-hak di bidang sosial dan ekonomi 
seperti halnya hak atas pekerjaan bagi warga Negara.
65
 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) juga telah mengatur 
hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 ayat 
(1)” Everyone has the rights to work, to free choice of employment, a just a 
favourable conditions of work and to protection against unemployment dan 
ayat (2) Everyone without any discrimination, has the right equal pay for equal 
work”.Adanya jaminan negara terhadap hak asasi manusia untuk bekerja dan 
memeproleh imbalan/upah yang layak merupakan konsep negara kesejahteraan 
(welfare state) yang mana bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak.
66
 
Zaman modern seiring waktu berkembang pesat dengan munculnya 
revolusi industri 4.0, yang mana hal ini menyebabkan sebagian pekerjaan yang 
biasanya dikerjakan oleh manusia akan hilang karena adanya era digitalisasi, 
otomatisasi dan robotisasi/kecerdasan buatan (Artificial Intelegency). Dengan 
kata lain sebagian pekerjaan yang dulunya menggunakan tenaga kerja manusia 
akan digantikan oleh mesin seperti yang terjadi pada industri perbankan sejauh 
ini, dimana para karyawan bank harap-harap cemas karena tengah menghadapi 
hal yang menakutkan dengan adanya revolusi industri 4.0.
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Negara pada dasarnya mengemban tiga tingkat tanggung jawab yaitu 
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang tidak bisa 
dipisahkan satu dengan lainnya karena ketiganya saling terikat. Prinsip 
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konstitusi yang paling utama menyangkut Pekerjaan adalah Pasal 27 ayat (2) 
yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Rumusan Pasal 27 ayat (2) 
adalah rumusan yang ada sejak awal mula diberlakukannya UUD 1945 sebagai 
hukum dasar di negara Indonesia. Menurut Ismail Suny sebagaimana dikutip 
dalam Agusmidah, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut merupakan a 
paper constitution atau a semantic constitution. Dengan mengakui hak warga 
negaranya untuk mendapat pekerjaan maka sebenarnya Indonesia telah 
bertekad dan memutuskan untuk melenyapakan pengangguran dengan 
mewajibkan pemerintah untuk memberantas pengangguran dan harus 
mengusahakan supaya setiap warga negara bisa mendapat pekerjaan dengan 
nafkah yang layak untuk hidup. Lebih lanjut, hak atas pekerjaan tersebut, 
termuat juga dalam bab XA tentang hak asasi manusia.
68
 
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat (in alienable rights) 
pada diri manusia dari sejak dalam kandungan, sehingga negara wajib untuk 
memberikan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak 
tersebut.Salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk mempertahankan hidup 
dan kehidupannya sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28 A yang 
menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 C ayat (1) menyatakan 
bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 
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dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan ummat”.
69
 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, setiap orang dijamin oleh negara 
untuk mempertahankan hidupnya dengan cara apapun sepanjang hal tersebut 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena 
hak hidup merupakan hak fundamental seseorang (first order intraction) untuk 
menjaga keberlanjutan (sustainability) kehidupan setiap orang, maka harus 
dilindungi dan dihormati. Hal itupun tentu berlaku bagi semua golongan 
masyarakat termasuk warga negara penyandang disabilitas, sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas yang berbunyi “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untu 
memperoleh pekerjaaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau swasta 
tanpa diskriminasi”. Negara mengemban tanggung jawab menjamin warga 
negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam memenuhi 
kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya 
dengan salah satu caranya yaitu melalui bekerja.
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Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan 
kesempatan kerja dalam mencari lapangan kerja karena merupakan hak asasi 
manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
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Hak untuk bekerja (right to work) memberikan pemahaman bahwa 
pemerintah/negara harus berupaya semaksimal mungkin membebaskan 
rakyatnya dari ketiadaan akan pekerjaan. Karena pekerjaan merupakan dasar 
bagi setiap orang mendapatkan jaminan kesejahteraan (welfare) bagi diri dan 
keluarganya dengan mendapatkan imbalan (upah) atas apa yang telah 
dikerjakannya. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah harus dilihat 
dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kondisi 




Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar 
setiap warga   negaranya agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang 
makmur, yang mana meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Asuransi 
Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Hak-hak atas standar 
hidup layak telah diakui sebagai HAM. dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat 1 
UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Serta Ayat 3 menyatakan 
bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. 
Selain itu, jelas dalam prinsip-prinsip deklarasi HAM yang 
menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak dibagi, diwakilkan, apalagi 
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dirampas. Hak-hak  konstitutif berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia agar 
dapat bertahan hidup. Hak-hak itu berkaitan dengan kebutuhan akan 
pendidikan, kesehatan, perumahan, sandang, pangan dan rasa aman. Hak 
kostitutif aspiratif ini mustahil dapat dipenuhi jika hak warga yang berpendapat 
dan dilibatkan dalam proses pembangunan tidak dipenuhi karena hak ini 




4. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
Sesungguhnya negara menjamin setiap Warga Negara Indonesia 
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa 
adanya syarat. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi :“Tiap-tiap warga 




Pasal ini berbicara tentang perlindungan dan hak warga negara 
Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupannya, 
dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan. Isi dam kandungan 
pasal ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan  bagi setiap 
warga negara secara layak sebagai salah satu tanggung jawab mutlak negara 
terhadap warga negaranya. 
Kata ” berhak atas” berbeda makna dengan kata berhak mendapatkan 
atau berhak. Kata “berhak” atau kata “berhak mendapatkan” menunjukkan 
pengertian bahwa seseorang memiliki hak tetapi dirinya masih harus mencari 
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untuk mendapatkan haknya, sedangkan kata “berhak atas” bermakna sesorang 
berhak memiliki haknya yang mana sudah disediakan/sudah ada. 
Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tertuang kata 
“berhak atas pekerjaan” menunjukkan bahwa setiap warga Negara Indonesia 
berhak mendapatkan pekerjaan tanpa perlu mencarinya dengan penghasilan/ 
upah yang layak, karena Pekerjaan ini harus sudah disediakan atau disiapkan 
oleh Negara, dalam hal ini merupakan tugas pegawai/pekerja pemerintahan. 
Bagi setiap warga negara usia produktif yang telah telah 
menyelesaikan pendidikan formal dan siap bekerja semestinya berhak 
mendapatkan Pekerjaan sesuai bidang Studinya. Pekerjaan itupun disesuaikan 
dengan angkatan kerja yang ada, sehingga tak ada lagi seseorang yang telah 
lulus sekolah, kemudian ia mencari pekerjaan apapun hanya sekedar agar dapat 
bertahan hidup karena ini adalah hak warga negara yang telah jelas dijamin 
oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
Sedangkan kata “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” kalimat 
tersebut bermakna  tentang sarana pendukung penghidupan yang layak bagi 
standar kehidupan manusia berupa sandang, pangan dan papan. Seperti 
tersedianya rumah dan tempat tinggal bagi mereka yang telah siap dan telah 
memiliki keluarga sendiri dan sarana penghidupan lainnya di lingkungan 
tempat ia tinggal sesuai standar kehidupan Manusia, bukan layaknya binatang. 
Sehingga makna Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap 
warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak 
serta sarana penghidupan sebagai tempat tinggal dan kebutuhan lainnya juga 





Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung 
jawab untuk  menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya dengan 
penghasilan yang layak dan sarana penghidupan yang layak untuk ukuran 
kemanusiaan atau dengan kata lain setiap warga Negara Indonesia harus ada 
dalam batas hidup sejahtera. 
Sedangkan pengertian warga negara sendiri memiliki 2 (dua) unsur 
sesuai pasal 26 (1) UUD 1945 yaitu : “Yang menjadi Warga Negara ialah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan Undang Undang sebagai warga negara”.
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Artinya bahwa warga  negara Indonesia terdiri dari orang Indonesia 
Asli dan orang bangsa lain yang mengajukan diri menjadi warga negara 
Indonesia yang kemudian disahkan atas dasar Undang-Undang. Maka, orang 
asing yang telah diterima bersedia berbakti pada bangsa dan negara Indonesia, 
maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Dengan demikian maka  makna pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
adalah Negara secara tegas melindungi hak warga negaranya, baik orang 
Indonesia asli maupun orang asing yang telah diterima kewarganegaraannya 
untuk dapat hidup layak sebagai manusia di Negara Indonesia.
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